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Abstract. This study analyzes budget realization at the Government Procurement Bureau of West Nusa
Tenggara (NTB) Province for the 2026 fiscal year and assesses the effectiveness of the NTB Electronic
Procurement Service (LPSE) based on that analysis. A quantitative descriptive method was applied using
secondary data from the 2026 Budget Implementation Document (DPA), the September 2026 Budget
Realization Report, and NTB procurement data on INAPROC accessed on 16 October 2026. Budget
effectiveness was calculated as the ratio of realization to the cumulative target in the DPA and classified
using the criteria of Minister of Home Affairs Decree Number 690.900.327 of 1996. Spending up to
September 2026 reached IDR 917,661,947, or 63.40% of the IDR 1,447,499,000 budget. Against the
cumulative target of IDR 1,162,285,500, budget effectiveness was 78.95%, which falls into the less effective
category. Capital expenditure had the highest absorption 93.59%, while expenditure on goods had the
lowest 26.21%. On the service side, the realization of provider-based procurement plans reached only
56.86% of planned value and 38.33% of planned packages, although about 79% of the fiscal year had
elapsed. The study concludes that the performance of NTB LPSE in the 2026 fiscal year was less effective
and that planning accuracy and routine monitoring of realization need to be strengthened.

Keywords: Budget realization; budget effectiveness; LPSE; government procurement; NTB Procurement
Bureau.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2026 serta menilai efektivitas kinerja Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB berdasarkan hasil analisis tersebut. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Data sekunder diperoleh dari Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, Laporan Realisasi Anggaran Bulan September 2026, dan data
pengadaan Provinsi NTB pada INAPROC yang diakses pada 16 Oktober 2026. Efektivitas anggaran
dihitung dari perbandingan realisasi dengan target kumulatif pada DPA dan dinilai menurut kriteria
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
realisasi belanja sampai dengan September 2026 sebesar Rp917.661.947 atau 63,40% dari anggaran
Rp1.447.499.000. Terhadap target kumulatif sebesar Rpl1.162.285.500, tingkat efektivitas anggaran
mencapai 78,95% dan masuk kategori kurang efektif. Serapan tertinggi terdapat pada belanja modal 93,59%
dan terendah pada belanja barang 26,21%. Pada sisi layanan, realisasi rencana pengadaan melalui penyedia
baru mencapai 56,86% dari nilai dan 38,33% dari jumlah paket, padahal sekitar 79% tahun anggaran telah
berjalan. Dengan demikian, kinerja LPSE NTB pada Tahun Anggaran 2026 dinilai kurang efektif dan perlu
dipercepat melalui perencanaan yang lebih akurat serta pemantauan realisasi yang lebih rutin.

Kata kunci: Realisasi anggaran; efektivitas anggaran; LPSE; pengadaan barang dan jasa; Biro Pengadaan
Barang dan Jasa NTB.
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1. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan penting
dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan penggunaan anggaran negara
maupun daerah (Gustiono, 2025; Purba & R, 2026; Rahardjo et al., 2022). Sistem
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berjalan secara efisien memiliki peran yang
sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan efektif (Ainun et al., 2026; Budianto et al., 2021; Ramadhani & Fauzi,
2026). Untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam proses
pengadaan, pemerintah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik melalui Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Panggalo et al., 2025). Penerapan sistem ini
diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan, menyediakan informasi yang dapat
diakses oleh publik, serta mendukung penggunaan anggaran secara efektif. Namun,
keberadaan sistem elektronik saja belum menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan
berjalan optimal. Muharram et al. (2025) menjelaskan bahwa pengadaan secara
konvensional cenderung menghadapi permasalahan berupa birokrasi yang berbelit,
pemborosan anggaran, dan rendahnya transparansi. Sebaliknya, penelitian Chamsudi et
al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan e-procurement dapat meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengadaan. Oleh karena itu, efektivitas kinerja layanan pengadaan perlu
dinilai untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengadaan pemerintah telah berjalan

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menghadapi
berbagai tantangan, termasuk pada tingkat daerah. Penelitian di Kota Pariaman
menunjukkan bahwa penerapan LPSE masih menghadapi permasalahan transparansi dan
efisiensi dalam penggunaan e-procurement (Putri et al., 2021). Sementara itu, penelitian
pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan bahwa prosedur e-
procurement telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat 13 paket pengadaan dengan
nilai penawaran terkoreksi Rp0 selama 2017-2020 dan 76 paket lelang tanpa nama
pemenang pada 2017-2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan
informasi pengadaan untuk publik masih perlu diperhatikan (Rifaid & Zulkarnain, 2021).
Temuan ini menjadi gambaran bahwa kinerja layanan pengadaan tidak hanya dinilai dari

terlaksananya prosedur, tetapi juga dari kelengkapan informasi, ketepatan pelaksanaan,

662 JIEM - VOLUME 4, NO. 10, Oktober 2026



Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas Kinerja LPSE NTB
pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026

dan keterbukaan layanan. Dengan demikian, kinerja LPSE perlu dievaluasi secara
objektif agar dapat diketahui tingkat pencapaiannya dalam mendukung pengadaan barang

dan jasa pemerintah.

Penilaian kinerja layanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan
anggaran, karena kegiatan LPSE dibiayai dan dijalankan melalui anggaran unit yang
menaunginya. Efektivitas merupakan konsep krusial yang mengukur kemampuan
organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dikatakan efektif jika mampu mencapai
target yang telah ditetapkan sebelumnya melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan
(Handayani et al., 2024). Dalam konteks anggaran, keberhasilan tidak hanya dilihat dari
jumlah dana yang tersedia, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan,
dan hasil yang dicapai (Suprianto et al., 2026). Karena itu, realisasi anggaran, yaitu
perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang benar-benar
digunakan, dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah kegiatan telah berjalan sesuai
target. Rahmawati et al. (2021) menemukan bahwa perencanaan anggaran dan
kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
penyerapan anggaran. Sejalan dengan itu, Alif’ia et al. (2025) menekankan pentingnya
kompetensi pegawai, pemahaman terhadap regulasi, dan penguasaan sistem keuangan
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Febriyanti et al. (2026) juga
menjelaskan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran di sektor publik membutuhkan
kualitas dokumen perencanaan serta komitmen pegawai dalam melaksanakan program.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran perlu dianalisis
berdasarkan indikator yang sesuai, seperti kesesuaian realisasi dengan rencana, tingkat

pencapaian anggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai unit yang menangani urusan pengadaan barang dan jasa perlu
mendapatkan perhatian dalam evaluasi kinerja LPSE. Pada Tahun Anggaran 2026,
realisasi anggaran dapat dianalisis untuk mengetahui sejauh mana rencana anggaran
dilaksanakan sesuai target. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan untuk
menilai apakah kinerja LPSE sebagai layanan pengadaan secara elektronik telah berjalan
efektif dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun,

penilaian tersebut perlu didasarkan pada data yang terukur, bukan hanya pada asumsi atau
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gambaran umum mengenai pelaksanaan pengadaan. Oleh karena itu, data anggaran,
dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi, serta data pengadaan yang tersedia
melalui sistem informasi pengadaan pemerintah dapat digunakan sebagai sumber

informasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Realisasi
Anggaran untuk Menilai Efektivitas Kinerja LPSE NTB pada Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026.” Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan realisasi anggaran
dan capaian kinerja LPSE berdasarkan data sekunder yang tersedia, kemudian menilai
tingkat efektivitasnya menurut kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini tidak bertujuan
menguji hubungan atau pengaruh secara statistik antara anggaran dan kinerja LPSE,
melainkan berfokus pada penilaian efektivitas kinerja melalui analisis realisasi anggaran.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis realisasi anggaran pada Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 serta menilai efektivitas kinerja LPSE NTB
berdasarkan hasil analisis tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi bagi pengelola anggaran dan pengelola LPSE dalam meningkatkan kualitas
perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya dalam bidang manajemen ekonomi dan pengelolaan pengadaan pemerintah.
2. KAJIAN TEORITIS

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan oleh kementerian,
lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, maupun pemerintah desa yang dibiayai
APBN, APBD, atau APB Desa, dengan proses sejak identifikasi kebutuhan sampai serah
terima hasil pekerjaan (Republik Indonesia, 2025). Ketentuan ini bersumber dari
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Republik
Indonesia, 2018, 2021, 2025). Proses pengadaan didukung sistem elektronik yang
dikelola melalui LPSE. Panggalo et al. (2025) menelaah peran sistem LPSE dalam
meningkatkan proses pengadaan, sedangkan Ramadhani & Fauzi (2026) mengkaji
pelaksanaan pelayanan administrasi pada LPSE. Pengadaan secara elektronik juga

dikaitkan dengan efektivitas dan efisiensi pengadaan, efisiensi waktu dan biaya, serta
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akuntabilitas dan transparansi (Ainun et al., 2026; Chamsudi et al., 2021; Rahardjo et al.,
2022).

Anggaran adalah rencana keuangan untuk satu tahun anggaran, sedangkan realisasi
anggaran menunjukkan dana yang benar-benar digunakan. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) menyajikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya
dalam satu periode, sehingga dapat dipakai untuk menilai pelaksanaan anggaran dan
kinerja keuangan (Kahar et al., 2026; Zuri et al., 2026). Dalam laporan tersebut belanja
dikelompokkan, antara lain, menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi
digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti alat tulis, jasa kantor,
pemeliharaan, dan perjalanan dinas, sedangkan belanja modal digunakan untuk

memperoleh aset seperti komputer dan peralatan kantor.

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan
dapat dicapai (Handayani et al., 2024; Kahar et al., 2026). Pada anggaran belanja,
efektivitas umumnya dihitung sebagai perbandingan antara realisasi belanja dengan target
anggaran; semakin besar rasio tersebut, semakin baik kinerja keuangan belanja
(Bimawardana et al., 2025; Kahar et al., 2026). Hasil rasio kemudian dikelompokkan ke
dalam kategori, misalnya cukup efektif pada capaian sekitar 85% dan efektif pada capaian
sekitar 95% (Bimawardana et al., 2025). Realisasi yang rendah belum tentu berarti
kegiatan tidak berjalan, tetapi dapat menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan
belum sejalan. Rahmawati et al. (2021) dan Alif’ia et al. (2025) menunjukkan bahwa
perencanaan anggaran, kompetensi pegawai, dan pemahaman regulasi berkaitan dengan
pelaksanaan anggaran, sedangkan Febriyanti et al. (2026) menekankan kualitas dokumen
perencanaan dan komitmen pegawai. Perubahan kebijakan juga dapat memengaruhi
capaian; pagu yang paling rendah dan kebijakan refocusing anggaran disebut sebagai
alasan efisiensi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram pada

tahun 2020 hanya berada pada kategori cukup efisien (Wati et al., 2022).

Kinerja LPSE dalam penelitian ini dipahami dari sisi layanan pengadaan yang
tercatat dalam sistem informasi pengadaan, yaitu seberapa besar paket dalam rencana
umum pengadaan (RUP) yang telah terealisasi pada tahap pemilihan dan kontrak, serta
bagaimana pelaksanaannya menurut metode dan jenis pengadaan. Indikator ini dipakai

karena mutu layanan pengadaan tidak hanya dilihat dari prosedur yang berjalan, tetapi
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juga dari ketepatan pelaksanaan dan keterbukaan informasi (Rifaid & Zulkarnain, 2021).
Capaian anggaran Biro dan capaian realisasi pengadaan dibaca bersama untuk memberi

gambaran efektivitas kinerja LPSE, tanpa menguji pengaruh statistik di antara keduanya.
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas anggaran dan kinerja
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB pada Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2026. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data
berbentuk angka secara objektif dan terukur (Bimawardana et al., 2025). Data yang
digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), data realisasi anggaran, serta data kinerja LPSE NTB yang tersedia
melalui INAPROC atau sistem informasi resmi terkait. Penggunaan data sekunder
bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian melalui dokumen
yang telah tersedia (Zuri et al., 2026). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka
(library research) dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku,
jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan serta mencatat data dari dokumen anggaran dan data kinerja LPSE NTB.
Data tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian untuk

memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat.

Objek penelitian adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2026. Dokumen yang dianalisis berupa DPA-SKPD
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memuat pagu dan rencana realisasi
belanja per bulan pada 28 sub kegiatan Biro, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Bulan September 2026 yang ditandatangani pada 30 September 2026,
serta data pengadaan Provinsi NTB pada situs data INAPROC yang diakses pada 16
Oktober 2026. Data INAPROC mencakup seluruh satuan kerja pada Pemerintah Provinsi
NTB, sehingga digunakan sebagai gambaran kinerja layanan pengadaan yang difasilitasi

LPSE, bukan sebagai data khusus Biro.

Kriteria efektivitas yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

690.900.327 Tahun 1996 dan lazim dipakai pada penelitian efektivitas belanja daerah
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(Saparudin, 2025). Kriteria yang sama dipakai sebagai pendekatan untuk membaca

realisasi pengadaan kinerja LPSE.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Efektivitas

Kriteria Sangat Efektif Cukup Kurang Tidak efektif
efektif efektif efektif

Efektivitas > 100 90 -100 80-<90 60 — <80 <60

(o)

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2026
sebesar Rp1.447.499.000, terdiri atas belanja operasi Rp1.326.999.000 (91,68%) dan
belanja modal Rp120.500.000 (8,32%). Sampai dengan 30 September 2026 realisasi

belanja mencapai Rp917.661.947 atau 63,40% dari anggaran, sehingga tersisa
Rp529.837.053. Rincian per jenis belanja disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Biro PBJ sampai dengan 30 September 2026

(Rp)
Jenis belanja Anggaran Realisasi Serapan (%) | Realisasi 2025
Belanja barang 344.385.000 90.253.137 26,21 228.913.589
Belanja jasa 444.404.000 | 354.619.396 79,80 512.767.500
Belanja 28.210.000 8.813.250 31,24 12.430.000
pemeliharaan
Belanja perjalanan 510.000.000 | 351.195.904 68,86 415.249.065
dinas
Jumlah belanja 1.326.999.000 | 804.881.687 60,65 1.169.360.154
operasi
Belanja modal 120.500.000 | 112.780.260 93,59 82.940.500
Jumlah belanja 1.447.499.000 | 917.661.947 63,40 1.252.300.654

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Biro PBJ Bulan September 2026, diolah.
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Serapan tertinggi terdapat pada belanja modal sebesar 93,59%, yang digunakan
untuk komputer, peralatan komputer, lemari arsip, dan alat pendingin. Pada laporan, akun
personal computer tercatat Rp79.016.460 dari anggaran Rp60.000.000 (131,69%),
sedangkan akun peralatan personal computer baru Rp11.854.800 dari Rp32.000.000
(37,05%). Jika kedua akun digabung, realisasi Rp90.871.260 dari anggaran Rp92.000.000
(98,77%), sehingga selisih pada masing-masing akun tampaknya berkaitan dengan
pengelompokan akun dan bukan kelebihan belanja secara keseluruhan; hal ini perlu
dipastikan melalui dokumen pergeseran anggaran. Belanja jasa terserap 79,80%, terutama
untuk honorarium tim katalog dan clearing house sebesar Rp238.000.000 (67,11% dari
realisasi belanja jasa), langganan internet Rp52.971.500, dan jasa PPPK paruh waktu
Rp45.416.664. Belanja perjalanan dinas terserap 68,86%.

Belanja barang hanya terserap 26,21%, terendah di antara semua jenis belanja.
Penyebab utamanya adalah makanan dan minuman rapat yang baru Rp28.165.000 dari
Rp162.770.000 (17,30%) dan bahan cetak Rp13.306.322 dari Rp56.014.000 (23,76%),
sementara jamuan tamu Rp10.000.000 belum terpakai. Selisih anggaran dan realisasi
makanan dan minuman rapat sebesar Rp134.605.000 setara 52,97% dari seluruh sisa
belanja barang, sehingga rapat dan kegiatan pembinaan yang dijadwalkan dalam DPA
tampaknya belum banyak terlaksana. Belanja pemeliharaan juga rendah (31,24%).
Dibandingkan dengan realisasi 2025, realisasi sampai September 2026 sudah mencapai
73,28% dari total satu tahun sebelumnya; belanja modal bahkan telah melampaui 2025,
sedangkan belanja barang baru 39,43% dari realisasi 2025. Gambar 1 menunjukkan posisi

tiap jenis belanja terhadap proporsi waktu dan target DPA.

. oy !
Proporsi waktu 75%

Target DPA 80,30%
Belanja barang 26,21%
Belanja pemeliharaan 31,24%
Perjalanan dinas 68,86%

Belanja jasa
Belanja modal

Total belanja

0 20 40 60 80 100
Serapan terhadap anggaran (%)

Gambar 1. Serapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan 30 September 2026
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B. Efektivitas Realisasi Anggaran

Serapan terhadap pagu belum cukup untuk menilai efektivitas karena belanja tidak
direncanakan merata setiap bulan. DPA memuat rencana realisasi bulanan untuk 28 sub
kegiatan Biro. Jika dijumlahkan, rencana belanja sampai September 2026 adalah
Rp1.162.285.500 atau 80,30% dari pagu, lebih tinggi daripada proporsi waktu 75%
karena sejumlah belanja besar, seperti perjalanan dinas, rapat, dan pengadaan peralatan,
dijadwalkan pada triwulan kedua dan ketiga. Perbandingan realisasi dengan target

tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Efektivitas Realisasi Anggaran Biro PBJ Tahun Anggaran 2026 (Rp)

Periode Target (DPA) Realisasi Efektivitas Kriteria
(“o0)

Sampai Agustus 1.091.365.000 | 813.314.367 74,52 Kurang efektif

2026

September 2026 70.920.500 | 104.347.580 147,13 Sangat efektif

Sampai 1.162.285.500 | 917.661.947 78,95 Kurang

September 2026 efektif

Sumber: DPA-SKPD Sekretariat Daerah 2026 dan Laporan Realisasi Anggaran September 2026, diolah.

Efektivitas kumulatif sampai September 2026 sebesar 78,95% dan termasuk
kategori kurang efektif, hanya 1,05 poin persentase di bawah batas cukup efektif (80%).
Selisih antara target dan realisasi mencapai Rp244.623.553. Sampai Agustus capaian baru
74,52%; pada September realisasi bulanan Rp104.347.580 melampaui rencana
Rp70.920.500 sehingga capaian kumulatif naik. Pola ini menunjukkan belanja berjalan
lambat pada awal tahun dan baru dikejar pada triwulan ketiga. Kahar et al. (2026)
mencatat bahwa realisasi di bawah target dapat mengindikasikan lemahnya perencanaan,
kemampuan pelaksanaan program, serta pengawasan internal; hal serupa perlu diperiksa
pada Biro, terutama pada kegiatan rapat dan pembinaan yang realisasinya rendah.

Anggaran yang berkaitan langsung dengan layanan pengadaan elektronik berada
pada Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang terdiri atas tiga
sub kegiatan dengan pagu Rp163.283.000 (11,28% dari anggaran Biro) dan rencana
realisasi Rp142.107.000 (87,03%) sampai September. Laporan realisasi tidak disusun per
sub kegiatan, sehingga realisasinya tidak dapat dihitung langsung. Sebagai pendekatan,
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langganan internet empat titik (LPSE, Biro PBJ, ruang rapat, dan pengguna anggaran)
dengan anggaran Rp83.904.000 terealisasi Rp52.971.500, atau 84,18% dari rencana
sampai September sebesar Rp62.928.000. Tidak ada pembayaran pada September,
sehingga realisasinya baru setara sekitar 7,6 bulan dari 9 bulan rencana. Adapun belanja

modal komputer dan peralatan komputer telah terserap hampir penuh (98,77%).

C. Kinerja LPSE NTB pada Data INAPROC

Data INAPROC Provinsi NTB yang diakses pada 16 Oktober 2026 mencatat
12.613 paket RUP dengan nilai Rp2.537.260.411.938, terdiri atas pengadaan melalui
penyedia Rp900.992.593.501 (35,51%; 8.967 paket) dan swakelola Rp1.636.267.818.437
(64,49%; 3.646 paket). Total RUP berada pada 152,64% dari belanja pengadaan sebesar
Rpl1.662.263.260.420, artinya nilai rencana yang diumumkan melebihi belanja
pengadaan. Penyebabnya tidak dapat dipastikan dari data yang tersedia dan perlu
diverifikasi karena dapat membuat persentase realisasi tampak lebih rendah; catatan ini
sejalan dengan temuan Rifaid & Zulkarnain (2021) bahwa kelengkapan informasi
pengadaan di NTB masih perlu diperhatikan.

Realisasi total mencapai Rp515.860.214.597 atau 20,33% dari nilai RUP (3.496
paket atau 27,72%), terdiri atas realisasi pemilihan Rp100.567.933.556 (3,96%) dan
kontrak Rp415.292.281.041 (16,37%). Realisasi penyedia sebesar 56,86% dari rencana
(Rp512.289.690.364), sedangkan realisasi swakelola hanya 0,22% (Rp3.570.524.233)
sehingga menekan capaian total. INAPROC juga menandai 6.715 paket sebagai perlu
atensi karena belum terealisasi dan telah melewati jadwal, atau 53,24% dari seluruh paket.

Tabel 4 menyajikan realisasi pengadaan penyedia menurut metode dan jenis.
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Tabel 4. Realisasi RUP Penyedia Provinsi NTB menurut Metode Pemilihan dan Jenis

Pengadaan

Kategori RUP (Rp Realisasi Nilai Paket Paket Paket
miliar) | (Rp miliar) (%) RUP real. (%)

Metode pemilihan
Tender 14,81 4,90 | 33,09 7 4| 57,14
Seleksi 11,57 9,46 | 81,77 4 3| 75,00
E-purchasing 296,23 223,53 | 75,46 1.872 1.369 | 73,13
Pengadaan 538,04 260,75 | 48,46 6.944 2.042 | 29,41
langsung
Penunjukan 17,81 13,23 | 74,26 76 11| 14,47
langsung
Dikecualikan 22,54 0,42 1,87 64 81 12,50
Jenis pengadaan
Pekerjaan 373,28 243,09 | 65,12 1.884 1.263 | 67,04
konstruksi
Pengadaan 392,46 214,54 | 54,67 5.751 1.656 | 28,79
barang
Jasa 33,64 21,61 | 64,24 381 227 | 59,58
konsultansi
Jasa lainnya 101,61 33,05 | 32,53 951 291 | 30,60
Jumlah 900,99 512,29 | 56,86 8.967 3.437 | 38,33
penyedia

Sumber: data.inaproc.id (Provinsi NTB, 2026), diakses 16 Oktober 2026, diolah.

Berdasarkan metode, e-purchasing (Rp223,53 miliar) dan pengadaan langsung
(Rp260,75 miliar) menyumbang 94,53% nilai realisasi penyedia, sedangkan tender dan
seleksi hanya 2,80%. Pengadaan melalui katalog elektronik berjalan relatif baik (75,46%
nilai dan 73,13% paket), selaras dengan realisasi honorarium tim katalog dan clearing
house pada anggaran Biro. Sebaliknya, pengadaan langsung yang berjumlah 6.944 paket

baru terealisasi 29,41% paketnya, dan kategori dikecualikan hanya 1,87% nilainya.
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Menurut jenis, pekerjaan konstruksi tertinggi (65,12% nilai), sementara jasa lainnya
paling rendah (32,53%) dan pengadaan barang baru terealisasi 28,79% paketnya.

Dari sisi kebijakan, rencana penyedia untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi
(UMKK) sebesar Rp816.168.054.520 (90,59% dari rencana penyedia, setara 49,10%
belanja pengadaan) berada di atas kewajiban alokasi minimal 40% untuk usaha kecil dan
koperasi (Republik Indonesia, 2021). Realisasi UMKK baru Rp334.588.409.490 (40,99%
dari rencana UMKK) dan realisasi produk dalam negeri Rp443.116.416.780 (50,30% dari
rencana PDN).

D. Penilaian Efektivitas Kinerja LPSE NTB

Tabel 5 merangkum penilaian dari kedua sisi. Capaian pengadaan dibandingkan
dengan proporsi waktu berjalan (79,18%), lalu rasionya (Persamaan 6) dikelompokkan

menurut kriteria pada Tabel 1.

Tabel 5. Ringkasan Penilaian Efektivitas Kinerja LPSE NTB Tahun Anggaran 2026

Indikator Capaian | Pembanding | Rasio (%) Kriteria
(Y0) (%)

Efektivitas anggaran Biro | 78,95 100,00 78,95 Kurang efektif

(realisasi/target DPA)

Realisasi RUP penyedia 56,86 79,18 71,81 Kurang efektif

(nilai)

Realisasi RUP penyedia 38,33 79,18 48,41 Tidak efektif

(paket)

Realisasi total RUP 20,33 79,18 25,68 Tidak efektif

(nilai)

Realisasi e-purchasing 75,46 79,18 95,31 Efektif

(nilai)

Sumber: Tabel 3 dan Tabel 4, diolah. Pembanding anggaran adalah target DPA; pembanding pengadaan

adalah proporsi waktu berjalan.

Berdasarkan Tabel 5, kinerja LPSE NTB pada Tahun Anggaran 2026 dinilai kurang
efektif. Penilaian ini bertumpu pada tiga hal. Pertama, efektivitas anggaran Biro (78,95%)
berada pada kategori kurang efektif. Kedua, realisasi pengadaan melalui penyedia belum

mengikuti waktu yang berjalan, yaitu 71,81% dari proporsi waktu untuk nilai dan 48,41%
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untuk jumlah paket. Ketiga, layanan yang sudah berjalan baik terbatas pada e-purchasing.
Kedua sisi menunjukkan arah yang sama, yaitu pelaksanaan lebih lambat daripada
rencana, dan rendahnya belanja rapat serta pembinaan pada anggaran Biro terjadi
bersamaan dengan rendahnya realisasi pengadaan langsung dan jasa lainnya. Hubungan
ini bersifat deskriptif karena penelitian tidak mengu;ji sebab-akibat.

Beberapa faktor dapat menjelaskan kondisi tersebut, tetapi perlu dipastikan dengan
data tambahan, yaitu kualitas perencanaan RUP, kompetensi pelaksana (Rahmawati et
al., 2021; Alif'ia et al., 2025), serta kualitas dokumen perencanaan dan komitmen pegawai
(Febriyanti et al., 2026). Penelitian ini juga memiliki keterbatasan: realisasi anggaran baru
sampai September, data INAPROC mencakup seluruh satuan kerja provinsi dan dapat
dipengaruhi waktu pembaruan data, laporan realisasi tidak dirinci per sub kegiatan, dan
pengelompokan akun pada laporan tidak seluruhnya sama dengan DPA awal. Karena itu
hasil ini sebaiknya dibaca sebagai gambaran posisi menjelang akhir tahun, bukan capaian

akhir.
5. KESIMPULAN DAN SARAN

Realisasi belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB sampai September
2026 sebesar Rp917.661.947 atau 63,40% dari anggaran Rp1.447.499.000. Serapan
tertinggi terdapat pada belanja modal (93,59%) dan terendah pada belanja barang
(26,21%). Terhadap target kumulatif DPA sebesar Rp1.162.285.500, efektivitas anggaran
mencapai 78,95% dan termasuk kategori kurang efektif, meskipun realisasi September
(147,13% dari rencana bulan itu) mulai mengejar ketertinggalan. Dari sisi layanan, data
INAPROC menunjukkan realisasi pengadaan melalui penyedia sebesar 56,86% dari nilai
dan 38,33% dari jumlah paket, sementara 79,18% tahun anggaran telah berjalan.
Pengadaan melalui e-purchasing relatif baik (75,46%), tetapi pengadaan langsung, jasa
lainnya, dan swakelola masih rendah. Dengan demikian, kinerja LPSE NTB pada Tahun
Anggaran 2026 dinilai kurang efektif.
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